
BUPATI JEMBER

SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR   39  TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang    : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk 
menjaga tetap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat di Kabupaten Jember, perlu untuk mengambil 
langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBD 
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, perlu mengatur dan 
menetapkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat    : 1. Undang - Undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950  tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3988);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelenggaraan Negara   yang   Bersih dan  Bebas dari  Korupsi,  
Kolusi  dan  Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor   75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3851);
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502);
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17. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503) ;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4599) ;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972);
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011;

34. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/162.K/KPTS/013/2010 
tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 
2010 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2006;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 
Anggaran 2010;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2009;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2010;

43. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010

44. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 
2010;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER 
TAHUN ANGGARAN 2011.
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Pasal 1

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

(1) BupatiJember melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 
Anggaran 2010 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
a. belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2011 seperti 
belanja pegawai serta belanja barang dan jasa; dan

b. belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga.

   
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 
berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jember Tahun Anggaran 2010, yang untuk selanjutnya diperhitungkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 
Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jember.

                    Ditetapkan di Jember
       pada tanggal 27  Desember   2010

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

ZARKASI

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER

TANGGAL  27 - 12 - 2010  NOMOR 39

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH.MSi.
Pembina

NIP. 19610312 198603 1 014


